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ABSTRAK 

 

Demi menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, 

serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negera,maka 

pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis di dalamnya diuraikan lebih jelas tentang Indikasi Geografis (Terdiri dari 4 

Bab, Pasal 53 s/d Pasal 71), sedangkan di dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tetang 

Merek, Indikasi Geografis hanya dibahas sedikit sekali dan cenderung lebih banyak 

dituangkan di dalam Peraturan PemerintahNomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 

Geografis. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh 

pemegang sertifikat indikasi geografis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni 

mendeskrisikan dan menganalisis keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung 

kepada narasumber petani carica Wonosobo dan Instansi-instansi yang berkaitan. 

Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) memiliki 

keterbatasan akses informasi terkait beredarnya barang berupa produk carica yang berasal 

dari penggunaan indikasi geografis yang dilakukan secara illegal.Maka hal tersebut 

menyebabkan Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) belum 

dapat memantau pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran indikasi geografis. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Carica Wonosobo 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan maupun aib, 

alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaraan seseorang hanya dari siapa yang paling 

cepat lulus. Bukankah skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai? Baik secara tepat 

waktu ataupun tidak.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Right 

saat ini lebih menjadi isu global khususnya dikalangan negara-negara industi 

maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif 

berbasis HAKI. Perlindungan hukum terhadap HAKI telah menjadi perhatian 

dunia. Indonesia bahkan telah turut serta dalam perjanjian internasional 

berkaitan dengan HAKI.1 

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Right 

adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para 

pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, dapata berupa 

hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemu 

(investasi) dibidang teknologi.2 

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) secara umum dapat 

digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan 

industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan lingkup hak kekayaan industri adalah 

dalam bidang teknologi. 

                                                           
1 Iswi Hariyanti, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisias, 

2010), hlm 6. 
2 Ibid, hlm 16. 
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Hak kekayaan industri terdiri dari hak atas: 

 Paten dan Paten Sederhana. 

 Merek/Merek Dagang (trademark) dan Indikasi Geografis (IG). 

 Desain Industri (Industrial Design). 

 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). 

 Rahasia Dagang (Trade Secret). 

 Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). 

Indikasi geografis adalah suatu penandaan asal barang (a marker of 

origin for good) yang basa berupa indikasi langsung, misalnya “ made in 

england” dan indikasi tidak langsung, berupa bendera inggris: Keju “ 

Mozarella” (Italia). Indikasi geografis memiliki dua fungsi, yaitu untuk 

melindungi konsumen, dan sisi lain untuk melindungi goodwill bagi mereka 

yang berhak atas indikasi geografis tersebut.3 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pembaharuan dari Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang didalamnya terdapat 

kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan 

masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup 

menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Indikasi 

                                                           
3 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif. (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2010), hlm 193. 
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Geografis memiliki perlindungan hukum setelah setelah Indikasi Geografis 

didaftar oleh Menteri.  

Pemohon Indikasi Geografis merupakan:4 

a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu 

yang mengusahakan suatu 

barang dan/atau produk berupa: 

1. sumber daya alam; 

2. barang kerajinan tangan; atau 

3. hasil industri. 

b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis memberikan cakupan mengenai pelanggara Indikasi Geografis yang 

mencakup antara lain sebagai berikut:5 

a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak 

langsung atas barang dan/atau produk 

yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; 

b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung 

maupun tidak langsung atas barang 

dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud 

untuk: 

                                                           
4 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
5Pasal 66 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding 

kualitasnya dengan barang 

dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis; 

2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau 

3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis. 

c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat 

sehubungan dengan asal-usul 

geografis barang itu; 

d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi 

Geografis terdaftar; 

e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan 

dengan asal tempat barang 

dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat 

pada: 

1. pembungkus atau kemasan; 

2. keterangan dalam iklan; 

3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk 

tersebut; atau 

4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam 

suatu kemasan. 

f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai 

kebenaran asal barang dan/atau 



5 
 

produk tersebut. 

Terhadap pelangaran pelanggara Indikasi Geografis diatas Pemegang 

hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai 

indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan 

penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang 

digunakan secara tanpa hak tersebut. Bahkan untuk mencegah kerugian yang 

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memrintahkan 

pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta 

memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara 

tanpa hak tersebut.6 

Berdasarkan daftar umum pemegang indikasi geografis yang diperoleh 

dari Direktorat Jendral HKI, pada tahun 2014 Indonesia memiliki 13 produk 

indikasi geografis yang sudah terdaftar di Direktorat Jendral HKI.7 Sedangkan 

berdasarkan data produk pertanian bersertifikat indikasi geografis, pada bulan 

Desember 2015 terdapat 25 produk pertanian bersertifikat indikasi geografis. 

Kemudian pada bulan Februari rahun 2016 Indonesia berhasil meningkatkan 

produk indikasi geografisnya hingga mencapai 38 produk indikasi geografis 

yang telah didaftarkan di Direktorat Jendral HKI. Berdasarkan 38 produk 

indikasi geografis yang telah didaftarkan di Direktorat Jendral HKI, 2 (dua) 

                                                           
6Pasal 69 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
7 Huda Sabar Udin, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari No. 51 Tahun 

2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Atas produk Jambu Dalhari)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan 

Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 4. 
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diantaranya merupakan produk indikasi geografis yang berasal dari Daerah 

Kabupaten Wonosobo yaitu Carica Dieng dan Purwaceng Dieng.  

 Penyusun pun tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis Carica 

Dieng Wonosobo. Hal tersebut dikarenakan adanya pengakuan dari petani 

Pepaya Carica Dieng, bahwa adanya pembeli buah Pepaya Carica Dieng yang 

berasal dari kota lain selain wilayah yang  terdaftar di MPIG dengah jumlah 

yang luamayan banyak. Kurangnya pengetahuan dari petani tentang indikasi 

geografis membuat buah Pepaya Carica Dieng keluar dari wilayah MPIG dan 

dibeli oleh Produsen luar. Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk 

pelanggaran indikasi geografis, sebab pendaftaran Indikasi Geografis yang 

masih belum lama dan kurangnya sosialisasi ke para petani dan pengepul 

buah Pepaya Carica.8 

 Berdasarkan alasan tersebut, kajian yang menjadi pokok bahasan 

dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian dengan judul “Perlindungan 

Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Carica Dieng 

Wonosobo”. 

B. Rumusan Masalah  

Berpijak dari latar belakang yang telah dibahas diatas, maka penyusun 

menemukan beberapa permasalahan, yaitu:  

                                                           
8Wawancara dengan Samrodin, Petani Carica Dieng, tanggal 22 Desember 2017 
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1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang 

sertifikat indikasi geografis carica Dieng? 

2. Apa penyebab terjadinya kesenjangan antara teori dan pelaksanaan 

dilapangan? 

C. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap 

pemegang sertifikat indikasi geografis Carica Dieng. 

b. Untuk menjelaskan terjadinya kesenjangan antara teori dan 

pelaksanaan dilapangan? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 

pemikiran dalam Ilmu Hukum, di bidang hukum perdata 

terutama terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) 

tentang indikasi geografis. 

b. Memperkaya keilmuan pada program pendidikan Ilmu Hukum, 

dibidang hukum  perdata terkait dengan hak atas kekayaan 

intelektual (HAKI) tentang indikasi geografis. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi peneliiti untuk memnuhi syarat dalam pendidikan 

Program Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk melakukan 

penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap bebrapa 

pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang yang akan diteliti dan yang 

berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut: 

Sri Wahyuni dalam skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Hak 

Atas Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Desai Industri Terhadap Pengerajin 

Industri Grabah Di Panjangrejo”. 9  Membahas perlindungan HAKI bidang 

desain industri terhadap hasil karya perajin gerabah di desa Panjangrejo 

Bantul. Didalam skripsi tersebut membahas faktor-faktor penyebab perajin di 

desa Panjangrejo Bantul tidak mendaftarkan desain industri dari produk-

produk yang dihasilkan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Bantul dan perajin gerabah di desa Panjangrejo untuk melindungi produk-

                                                           
9 Sri Wahyuni, “Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual Bidang Desai Industri 

Terhadap Perajin Industri Gerfabah Di Panjangrejo”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.  



9 
 

produknya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap para perajin 

gerabah di desa Panjang rejo Bantul jika karya-karyanya ditiru oleh pihak 

lain. 

Emanuel Raja Damaitu dalam tesisnya yang berjudul “ Perlindungan 

Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali. Didalam tesis 

tersebut dijelaskan mengenai manfaat perlindungan Hukum Indikasi 

Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali bagi masyarakat yang berada di 

kawasan indikasi geografis Kintamani Bali sebagai salah satu upaya 

pembangunan perekonomian daerah dan nasional.10 

Winda Risna Yessi Ningrum dalam skripsinya yang berjudul, “ 

Perlindugan Hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari HAKI. Di dalam 

skripsi ini dijelaskan mengenai pentingnya perndaftaran Indikasi Geografis 

untuk mendapat perlindungan hukum.11 

Marta Nugraheni dalam skripsinya, “ Upaya Perlindungan Hukum 

Indikasi Geografis terhadap Apel Batu ( studi di dinas koperasi, ukm, 

perindustrian dan perdagangan kota Batu) . di dalam skripsi ini dijelaskan 

mengenai hambatan serta upaya yang dilakukakn dalam mewujudkan indikasi 

geografis terhadap Apel Batu. 12 

                                                           
10 Emanuel Raja Damaitu, “ Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika 

Kintamani Bali”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2011.  
11 Winda Risna Yessi Ningrum, “ Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai bagian 

dari HAKI.  
12 Marta Nugraheni, “ Upaya Perlindungan Hukum indikasi Geografis terhadap Apel Batu ( 

studi di dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan kota Batu ). 
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Anak Agung Yu Ari Widhayasari dalam tesis yang berjudul 

“Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kekayaan 

Alam Masyarakat Daerah kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, (Studi 

Kajian Terhadap Perlinndungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika 

Kintamani)”. 13  Dalam tesis tersebut membahas perlindungan hukum dari 

Indikasi geografis terhadap kekayaan alam masyarakat daerah Indonesia 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 

Geografis dan akibat hukum dari pelaksanaan peraturan tersebut bagi petani 

Kopi Arabika Kintamani. 

Dalam beberapa tulisan diatas, tampaknya belum ada pembahasan 

khusus mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi 

Geografis Carica Dieng Wonosobo. Hal ini menunjukan bahwa orisinalitas 

dari penelitian penyusun ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

F. Kerangka Teori 

Adapun bebrapa teori yang menjadi pijakan oleh penyusun dalam 

melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Teori Perlindungan Hukum  

Ada beberapa pendapat mengenai perlindungan hukum, yaitu: 

                                                           
13 Anak Agung Yu Ari Widhayasari dalam tesis yang berjudul, “ Optimalisasi Perlindungan 

Hukum Indikasi Geografis terhadap kekayaan alam masyarakat daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, 

Propinsi Bali, ( Studi kajian terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika 

Kintamani )”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2011.  
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(a) Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.14 

(b) Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, menjelakan fungsi hukum ialah 

untuk memberikan perlindungan. Hukum ditumbuhkan serta 

dibutuhkan oleh manusia, berdasarkan produk penilaian manusia 

untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat 

manusia.15 

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum 

dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu:16 

a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum 

yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.  

Untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum maka 

produk indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam langkah 

preventif ini, baik pemerintah maupun masyarakat agar bisa 

                                                           
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Ofset Alumni, 1982), hlm, 93.  
15 Agnes Vira Ardian, “Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam 

Kesenian Tradisional Di Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, 

hlm, 43. 
16Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, 

Bina Ilmu, 

1987, hlm. 19. 
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menginvetarisasi produk potensi indikasi geografis di daerah masing-

masing. Hal merupakan perlindungan hukum preventif untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran terhadap indikasi geografis karena produk tersebut 

merupakan produk domestik yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang 

tinggi, sehingga memerlukan jaminan kepastian hukum.   

b. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum 

yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa. 

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi 

pelanggaran hak atas Merek dan indikasi geografis.  Terdapat dua jalur yang 

dapat ditempuh dalam perlindungan represif ini yakni gugatan perdata dan 

atau tuntutan pidana, yaitu bahwa pemilik Merek terdaftar dan indikasi 

geografis mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas Merek 

dan indikasi geografis baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian 

semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek dan indikasi 

geografis tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui 

aparat penegak hukum. 

2. Teori Kesejahteran Sosial 

Pengertian kesejahteraan sosial berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-

ketentuan pokok kesejahteraan sosial, menjelaskan: 
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 “kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

sosial materian maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 

kesesuaian dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap 

warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban 

manusia sesuai dengan Pancasila”. 

 Selain daripada itu, konsep kesejahteraan sosial pun telah diatur dalam 

Pre-conference Working Comite for the XV International Conference of 

Social Welfare, berbunyi:17 

 “Social welfare is all the organized social arrangement which have as 

their direct and primary objective the well-being of people on social context. 

It includes the broad range of policies and services which are concerned 

with various aspects of people live their. 

 (Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya, 

didalamnya tercakup pula kebijakan  dan pelayanan yang terkait dengan 

berbagai kehidupan dalam masyarakat) 

Walter A. Friedlander menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah 

sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga yang 

                                                           
17 Dekki Umamur Rais, Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna di Desa Kaliwining oleh 

Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa 

Kaliwining, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2010, hlm. 23. 
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bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar 

hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial 

yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan sepenuh 

mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan 

keluarga dan masyarakat.18 

Segal dan Brzuzy pun menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi 

sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan meliputi kesehatan, keadaan 

ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup.19 Sehingga dapat dipahami bahwa 

kesejahteraan dapat tidak hanya berupa materil, namun harus disertai dengan 

materil. Keduanya merupakan satu kesatuan untuk menciptakan 

kesejahteraan sosial. 

 

3. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Indikasi Geografis 

Undang-UndangNomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografismenyatakan: 

Pasal 69 

(1) Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan 

gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa 

hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian 

penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis 

yang digunakan secara tanpa hak tersebut. 

(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar kepada pihak 

yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan 

                                                           
18 M. Fadhli Nurudin, Pengantar Studi Ilmu Kesejahteraan, ( Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 

29. 
19 Mohammad Suud, Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 5. 



15 
 

pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, 

perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket 

indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak 

tersebut. 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakuka 

pengamatan atau observasi secara langsung terhadap obyek penelitian 

yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap yang bisa 

diperoleh oleh pemegang sertifikat indikasi geografis. 

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskrisikan dan 

menganalisis keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada 

narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. 

Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu 

pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku mengenai indikasi geografis.  

3. Sumber Data Penelitian  
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu data diperoleh oleh penyusun dari hasil 

penelitian di lapangan dengan meninjau secara langsung objek yang 

diteliti, dan hasil wawancara dengan narasumber. 

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa norma-norma atau kaedah-kaedah 

dasar seperti UUD RI 1945, peraturan perundang-undangan yang 

meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 

Geografis, serta sumber-sumber yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi 

yang tertulis tentang indikasi geografis, serta hasil penelitian para 

pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu penelitian serta jurnal yang diperoleh dari 

media internet. Dimana bahan hukum tersier merupakan salah satu 

sumberhukum yang memberikan penjelasan tambahan setelah bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

4. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan dibahas, penulis mengambil lokasi di Desa Sembungan Dieng 

Wonosobo dan Instansi-instansi yang berkaitan. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

a. Dokumentasi, 20  yaitu cara memperoleh tentang suatu masalah 

dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari 

dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan 

hal tersebut. 

b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.21 Dalam hal 

ini penulis akan mengamati obyek dari penelitian ini yaitu 

perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi 

geografis carica Dieng. 

c. Wawancara akan ditujukan kepada Kementrian Hukum dan HAM  

digunakan untuk memperoleh data dari narasumber guna 

memperoleh keterangan dan mengetahui informasi serta tanggapan 

dari narasumber. Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan 

informasi berupa keterangan dan pernyataan seputar permasalahan 

yang diteliti, yaitu memperoleh data tentang bentuk perlindungan 

hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis carica 

Dieng. 

6. Analisis Data 

                                                           
20 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 

hlm. 202. 
21 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1993), hlm. 100. 



18 
 

Dalam mengelola dan menganalisi data yang diperoleh selama penelitian 

akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakuka dengan 

merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat 

gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu juga 

memakai metode berfikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari 

pernyataan atu fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat 

suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang 

diteliti. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan 

penulis penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Pada Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Pada Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum 

terhadap pemegang sertifikat indkasi geografis yang meliputi teori 

perlindungan hukum,teori kesejahteraan sosial, serta peraturan perundang-

undangan tentang indikasi geografis. 

Pada Bab Ketiga, berisi gambaran umum indikasi geografis carica 

Dieng,yang meliputi letak geografis Desa Sembungan Dieng Wonosobo, 
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gambaran umum tentang indikasi geografis carica Dieng dan lembaga yang 

menaungi indikasi geografis carica Dieng. 

Pada Bab Keempat, berisi praktek dan bentuk-bentuk perlindungan 

serta kesesuaian perundang-undangan yang membahas terkait hak eksklusif 

dan sanksi pidana, serta dampak  bagi pemegang sertifikat indikasi geografis 

carica Dieng. 

Pada Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan disini disusu secara singkat, padat dan jelas mencangkup jawaban 

dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan perlindungan 

hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis carica Dieng maka 

penyusun menyimpulkan bahwa: 

1. Ada dua perlindungan hukum dalam indikasi geografis pertama 

Perlindungan hukum preventif. Langkah preventif ini, baik pemerintah 

maupun masyarakat agar bisa menginvetarisasi produk potensi indikasi 

geografis di daerah masing-masing. Hal merupakan perlindungan hukum 

preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap indikasi 

geografis karena produk tersebut merupakan produk domestik yang 

memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang tinggi, sehingga memerlukan 

jaminan kepastian hukum. Kedua  perlindungan hukum represif, 

merupakan upaya perlidungan yang dilakukan dengan tindakan yang 

lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas 

pelanggaran yang telah terjadi. Artinya bentuk perlindungan hukum 

represif diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa 

yang sudah terjadi. 
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2. Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) 

memiliki keterbatasan akses informasi terkait beredarnya barang berupa 

produk carica yang berasal dari penggunaan indikasi geografis yang 

dilakukan secara illegal. Maka hal tersebut menyebabkan Komunitas 

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) belum dapat 

memantau pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran indikasi 

geografis, dan Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis 

(MPIG) belum dapat mengakses setiap data diberbagai lini yang berkaitan 

dengan pemasaran produk carica yang berasal dari penggunaan indikasi 

geografis yang dilakukan secara illegal.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian penyusun selama di lapangan, penyusun pun 

memberikan saran yaitu: 

1. Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) harus 

terlibat aktif akses informasi terkait beredarnya barang berupa produk carica 

yang berasal dari penggunaan indikasi geografis yang dilakukan secara illegal. 

agar masyarakat tidak dirugikan atas beredarnya barang illegal dan konsumen 

mendapat kenyamana dan mengkonsumsi carica. 

2. Pemerintah daerah setempat dan kemenkumham harus bersinergi 

membantu Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) 

dalam memberkan akses informasi terhada peredaran carica illegal. 
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C. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian penyusun selama di lapangan, penyusun pun 

memberikan saran yaitu: 

3. Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) harus 

terlibat aktif akses informasi terkait beredarnya barang berupa produk carica 

yang berasal dari penggunaan indikasi geografis yang dilakukan secara illegal. 

agar masyarakat tidak dirugikan atas beredarnya barang illegal dan konsumen 

mendapat kenyamana dan mengkonsumsi carica. 

4. Pemerintah daerah setempat dan kemenkumham harus bersinergi 

membantu Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) 

dalam memberkan akses informasi terhada peredaran carica illegal.  
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